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STANDAR DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf c, Pasal
27 ayat (3), Pasal 28 dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional
Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan

Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan

www.peraturan.go.id



2016, No.1133

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5121);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian  Lingkungan Hidup dan  Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

17);
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Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012
tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 878);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-
[1/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
713);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG STANDAR DAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

Pengendali Ekosistem Hutan adalah pegawai negeri sipil
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan pengendalian ekosistem hutan.

Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung
jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan
pengendalian ekosistem hutan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri
Sipil.

Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Keterampilan

adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan
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10.

11.

pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja
tertentu.

Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Keahlian adalah
pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya
didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi
dan teknik analisis tertentu.

Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan
sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Standar Kompetensi adalah rumusan kerja yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau
keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan
pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap
sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap
pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan
dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.
Kompetensi Inti adalah kompetensi teknis yang terdiri
dari kumpulan wunit kompetensi yang harus/wajib
dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan pada
tingkat/jenjang tertentu pada suatu area/bidang
pekerjaan tertentu serta kelompok unit kompetensi yang
berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas
inti pada suatu level/jenjang jabatan.

Kompetensi Pilihan adalah kompetensi teknis yang terdiri
dari kumpulan unit kompetensi yang memerlukan
kekhususan/spesialisasi dalam pelaksanaan
pekerjaannya dan bersifat pilihan.

Pemaketan Kompetensi Jabatan adalah pengelompokan
unit-unit kompetensi inti dan pilihan yang harus
dikuasai sesuai dengan jenjang jabatan yang akan

diduduki.
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Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis
maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang
relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau
belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu.
Materi Uji adalah instrumen untuk menggali kompetensi
antara lain berupa panduan penilaian portofolio,
panduan wawancara, panduan demonstrasi, panduan
simulasi, panduan uji lisan, dan naskah uji tulis.

Tempat Uji Kompetensi adalah tempat yang memenuhi
persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan uji
kompetensi sesuai dengan materi dan metode uji
kompetensi yang akan dilaksanakan.

Sertifikat Kompetensi adalah surat keterangan telah
memenuhi standar kompetensi tertentu oleh Ketua
Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan
Hidup dan Kehutanan atau Ketua Lembaga yang
dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan uji
kompetensi SDM di daerah.

Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan
Hidup dan Kehutanan adalah unit yang dibentuk di
lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang bertugas untuk menyelenggarakan uji
kompetensi bagi pejabat fungsional dan aparatur bidang
lingkungan hidup dan kehutanan di Pusat.

Asesor Kompetensi adalah pelaksana pengujian
kompetensi yang telah memiliki sertifikat kompetensi

yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Penetapan standar dan wuji kompetensi Jabatan

Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dimaksudkan
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